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ABSTRAK

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 menerangkanjika Indonesia merupakan
Negara kesatuan yang berbentuk republik, yang artinya Indonesia memberi
kekuasaan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya namun tetap dengan
adanya pemerintah pusat sebagai poros pengatur jalannya pemerintahan
Indonesia. Melihat hal tersebut, maka diperlukan suatu jembatan penghubung
yang digunakan untuk penghubung komunkasi daerah ke pusat untuk mereduksi
bahkan untuk menghilangja ketimpangan dan ketidakmerataan daerah. dengan
harapan, segala hal yang diperlukan suatu daerah dapat tersampaikan dan cepat
terfasilitasi oleh pemerintah pusat. Jembatan penghubung ini dinamakan DPD
(Dewan Perwakilan Daerah) atau bisa dikatakan sebelumnya utusan / perwakilan
daerah. DPD sebagai lembaga negara sebelumnya bernama utusan daerah dalam
tubuh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Pasca amandemen tahap keempat
istilah tersebut berubah begitu pula dengan perbedaan-perbedaan lain yang
mendasar, salah satunya tentang sistem pemilihannya. Dalam Paal 22C Ayat (1)
menjelaskan jika saat ini DPD dipilih oleh rakyat di provinsi melalui pemilihan
umum, hal ini artinya DPD dipilih secara langsung bersamaan dengan pemilihan
DPR dan DPRD. Hal ini berbeda dengan sebelumnya yang dipilih oleh DPRD
Tingkat 1 atau provinsi. Karena hal tersebutlah representative daripada DPD itu
sendiri bergeser yang semula merupakan representative teritorial atau perwakilan
daerah, bergeser menjadi representative rakyat daerah yang sebenarnya telah
dieban oleh DPRD Provinsi. Beriringan dengan hal tersebut, lalu munculah
dampak yakni dengan adanya pergeseran fungsi utusan daerah dalam tubuh DPD
itu sendiri.

Kata Kunci : Negara Kesatuan, Utusan Daerah, Pergeseran Fungsi
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CRITICAL ANALYSIS OF SHIFTING REGIONAL MAIN FUNCTION IN
REGIONAL REPRESENTATIVE COUNTRIES IN THE STATE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

ABSTRACT

In Article 1 Paragraph (1) the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
states that Indonesia is a unitary state in the form of a republic, which means that
Indonesia gives regional authority to regulate its government affairs but still with
the central government as the governing axis of the Indonesian government.
Seeing this, a bridge is needed to be used for regional communication links to the
center to reduce and even eliminate regional inequality and inequality. with hope,
everything needed by a region can be conveyed and quickly facilitated by the
central government. This bridge is called the DPD (Regional Representative
Council) or can be said to be a regional representative / representative. The DPD
as a state institution was previously named a regional envoy within the MPR
(People's Consultative Assembly). Post-amendment to the fourth phase of the term
changes as well as other fundamental differences, one of which is the system of
elections. In Paal 22C Paragraph (1) explains if currently the DPD is elected by
the people in the province through general elections, this means that the DPD is
directly elected along with the election of the DPR and DPRD. This is different
from the previous one chosen by level 1 DPRD or province. Because this is the
case the representative of the DPD itself shifts which was originally a
representative territorial or regional representative, shifting to being a
representative of the regional people who actually had been disbursed by the
Provincial DPRD. Along with this, then the impact arises, namely by a shift in the
function of regional delegates within the DPD itself.

Keywords: Unitary State, Regional Envoy, Function Shift
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